
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4236); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

b. hahwa untuk memenuhi maksud tersebut dipandang perlu 
menetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dengan 
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan. 

Mengingat 

·r\ . -· rvlenimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 93 ayat (1) Peraturan 
Mente:ri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 
Pengelolaan Keuangan Dae rah, yang mengamanatkan 
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 
berdasarkan antara lain analisis standar belanja, yaitu untuk 
menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan 
dalarn suatu kegiatan; 1. 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 · Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara T'ah un 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentar.g Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Meriteri Dalam :f'Tegeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012 tentang 
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariag Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

dengan Udang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 · tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Ta.iun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peratu-an Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

' 
' ' 
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5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang; 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan; 

3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah; 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU 
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN : 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Palisi 
Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan; 



(1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimakasud dalam 
pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi SK?D untuk menyusun biaya 

- 4 - 

BAB II 
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2013 

Pasal 3 

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 terdiri atas: 
a. Rincian harga/tarif/indeks per jenis belanja sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I; dan 
b. Penjelasan maksud dan ketentuan jenis belanja sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II. 

Pasal 2 

13. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk 
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan; 

14. Indeks Biaya Macukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan 
(". beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan 

kegiatan; 

15. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya 
komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan. 

12. H arga Sa tuan adalah nilai sua tu barang yang di ten tukan pad a waktu terten tu 
untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan; 

8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih 
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
suatu program dan terdir i dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 
baik yang berupa personil (sumber daya manusia). barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana, atau kornbinasi dari beberapa atau kesemua 
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jas a; 

,f""\10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan 
\ 

penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun 
yang bersifat khusus; 

11. Standar Biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya 
Umum, adalah berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk 
menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya 
masukan; 

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 

, 6. · Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau bebcrapa 
program; 

,, ' 
•' 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 

Diundangkan di Kotapinang 
Pada tanggal iJ De.~emkr ?-D[fJ.. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundarigan Pe ra tu ra n 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kemudian apabila terdapat 
kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

BAB III 
KETENTUAN PENU'rUP 

Pasal 4 

· komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 
berbasis kinerja tahun anggaran 2013. 

(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga berfungsi sebagai 
batas tertinggi belanja dalam rangka pelaksanaar; Aggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 


